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WALIKOTA KUPANG 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 5 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 9O TAHUN 2O20 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN 

PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA 

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DI WILAYAH KOTA KUPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KUPANG, 

Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19] dengan 

melakukan deteksi dini perlu dilakukan dan dilandasi 

dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum 

protokol kesehatan; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 440/7183/8J, 21 Desember 

2021 tentang Pencegahan dan Penanggulan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) varian Omicron serta 

penegakan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi,' 

maka perlu penyesuaian Regulasi Atas Peraturan 

Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 ten tang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah 

Kota Kupang; 



• c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wahikota tentang Perubahan 

Atas Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya 

Mengingat 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 di Wilayah Kota Kupang; 

1. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1970 Nomor I, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918; 

2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ten tang 

Wabah Penya kit Menu lar [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, 

Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3273) 

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang 

(Lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3633); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723]; 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 114, Tarbahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
• 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahar 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587J 



Menetapkan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6573]; 

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

249) 

8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 

tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum 

rotokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah 

Kota Kupang Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 

Nomor 512, 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 9 TAHUN 

2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEOAKAN 

HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA 

PENCEOAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS 

DISEASE 2019 DI WILAYAH KOTA KUPANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 tahun 

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan sebagai apaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 di wilayah Kota Kupang [Berita Daerah Kota Kupang Tahun 

2020 Nornor 512], diubah sebagai berikut ; 

I. Ketentuan 'asal 4 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut 



Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal 4 

Subjek Pengaturan scbagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan 

dan memaruhi protokol keseharan antara lain meliputi 

a. bagi perorangan ; 

I. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi 

hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau 

berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui kesehatannya; 

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air 

mengalir; 

3 pemnbatasan interaksi fisik (physical distancing); dan 

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS, dan 

5 Menerapkan Protokol Kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 

5M [memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ handsanitizer, 

menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) 

dan 3T (testing, tracing, treatment serta mempertimbangkan faktor 

ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi resiko 

penularan Coid-19 varian omicron. 

b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab 

tempat, dan fasilitas umum. 

I. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi 

untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai 

pencegahan dan pengendalian Covid 19, 

2 penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses 

dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer) 

3 upaya identifikasi (penapisan] dan pemantauan keschatan bagi 

setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 

4. upaya pengaturan jaga jarak; 

5 pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 

6. penegakan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko 

dalam penularan dan tertularnya Covid-19, 

7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 

penyebaran Covid-19; 



• 8wajib memasang dan menggunakan aplikasi PeduliLinhungi; dan 

9. mengoptimalkan 
Peduliindungi 

penggunaan pemanfaatan aphikasi 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi scbagai berikut : 

Pasal 9 

Walikota menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Badan 

Penanggulanggan Bencana Daerah Kota Kupang dan Dinas Keschatan Kota 

Ku pang untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta penegakan 

pelaksanaan Peraturan Walikota ini. 

Pasal I 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang. 

N R. RIWU KORt 

Ditetapkan di Ku pang 

pada tanggal 3 Januari 2022 

• AKUPANG,� 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 3 Januari 2022 

EKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,' 
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BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 585 
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